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Abstract: this study aimed to analyze the insertion of anti-
corruption education, the realization of anti-corruption values, 
and the obstacles to inserting anti-corruption education in 
learning Pancasila and Civic Education. This study combined 
qualitative and quantitative approaches with a case study 
type. The results of the study showed that the inclusion of 
anti-corruption education in learning was carried out through 
four stages, namely identifying essential competencies, 
learning achievement indicators, and anti-corruption education 
materials; inserting anti-corruption education materials into 
essential competencies and learning achievement indicators; 
determining the methods, media, and evaluation of learning; 
as well as carrying out learning that contained anti-corruption 
educational material. The anti-corruption values   students realize 
in learning include honesty, caring, independence, discipline, 
responsibility, hard work, simplicity, courage, and fairness. 
The obstacles to inserting anti-corruption education into 
learning were teachers experiencing difficulties developing 
strategies, choosing methods, and developing appropriate 
materials and media.

Abstrak: Tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis insersi 
pendidikan antikorupsi, realisasi nilai-nilai antikorupsi, serta 
hambatan pada proses insersi pendidikan antikorupsi dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
Kajian ini menggunakan metode gabungan antara pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Hasil 
kajian menunjukkan bahwa insersi pendidikan antikorupsi 
dalam pembelajaran dilaksanakan melalui empat tahapan 
yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar, indikator capaian 
pembelajaran, dan materi pendidikan antikorupsi; insersi 
materi pendidikan antikorupsi dalam kompetensi dasar dan 
indikator capaian pembelajaran; menentukan metode, media, 
dan evaluasi pembelajaran; serta melaksanakan pembelajaran 
yang bermuatan materi pendidikan antikorupsi. Nilai-nilai 
antikorupsi yang direalisasikan oleh siswa dalam pembelajaran 
diantaranya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung 
jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Hambatan pada 
proses insersi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran yaitu 
guru mengalami kesulitan dalam menyusun strategi, memilih 
metode, serta mengembangkan materi dan media yang tepat.
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PENDAHULUAN
Korupsi di Indonesia dikategorikan 

sebagai salah satu tindak pidana. Perilaku 
koruptif tanpa disadari seringkali dilakukan 
oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari 
(Putri, 2022). Korupsi sebagai permasalahan 
yang abadi atau perennial problem terjadi di 
sepanjang sejarah kehidupan manusia baik di 
masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan 
datang (Wulandari & Dewi, 2021; Klitgaard, 
2011; Hess & Dunfee, 2000; Juwono, 2018; 
Hussein, 2020). Korupsi yang terjadi pada zaman 
kerajaan ditunjukkan dengan adanya perintah 
untuk menyerahkan upeti kepada raja. Korupsi 
juga terjadi di setiap periode kepemimpinan 
sejak kemerdekaan Indonesia (Santoso & 
Meyrasyawati, 2015; Prabowo, 2014; Hussein, 
2020). Korupsi dikategorikan sebagai salah satu 
kejahatan luar biasa karena berdampak pada 
seluruh aspek kehidupan (Mediana, Asmara, & 
Cahyowati, 2021; Badjuri, 2011). Korupsi dapat 
dilakukan oleh semua kalangan termasuk orang 
yang berilmu, beragama, atau pejabat. Korupsi 
dapat terjadi di organisasi, instansi, masyarakat, 
keluarga, bahkan di sekolah. Perilaku koruptif 
di lingkungan sekolah ditandai dengan adanya 
ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, dan kurangnya 
rasa tanggung jawab. 

Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia dari 
tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini 
terlihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia 
pada tahun 2019 yang menghasilkan poin 40 
kemudian turun menjadi 37 pada tahun 2020 
(Sinuraya & Suwarno, 2021). Penurunan pada 
Indeks Persepsi Korupsi tidak sejalan dengan 
jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. 
Pada tahun 2021 terdapat 553 kasus korupsi 
dengan jumlah tersangka 1.173 orang (Kamil, 
2022). Indonesia Corruption Watch (ICW) 
menyatakan bahwa pada tahun 2021 kerugian 
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi 
semakin meningkat jika dibandingkan dengan 
tahun 2020. Kerugian keuangan negara pada 
tahun 2020 sebesar 56,7 triliun dan pada tahun 
2021 meningkat menjadi 62,9 triliun. Angka 
yang sangat besar bahkan terbilang yang paling 
besar selama lima tahun terakhir (Nufus, 2022). 
Kerugian keuangan negara secara tidak langsung 
telah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat 
di berbagai bidang. 

Korupsi disebabkan oleh berbagai faktor 
yang dikategorikan dalam faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam 
diri seseorang yang berupa sifat serakah, egois, 
tidak tahu malu, dan tidak peduli (Halimang, 
2020; Mahmud, Mohamed, & Arshad, 2021; 
Treisman, 2000). Faktor eksternal berasal dari 
luar diri seseorang diantaranya seperti kondisi 
ekonomi, sosial budaya, lingkungan, sistem 
dan hukum yang berlaku, serta lemahnya 
pengawasan (Mulyadi, 2018; De Graaf, 2007). 
Korupsi disebabkan oleh faktor-faktor yang 
sangat kompleks sehingga upaya pencegahan 
dan pemberantasannya perlu dilakukan secara 
menyeluruh, sistematis, kolaboratif, dan 
berkelanjutan. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah 
dan menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu 
melalui penegakan hukum, perbaikan sistem, 
dan edukasi antikorupsi. Penegakan hukum 
perlu diupayakan secara masif agar hukuman 
yang diberikan dapat membuat para koruptor 
merasa jera untuk melakukan kesalahan yang 
sama (Siswanto, 2021; Fajrin & Triwijaya, 2020; 
Rahman & Putra, 2021). Upaya penegakan hukum 
belum sepenuhnya dilaksanakan karena sanksi 
hukum yang diberikan kepada koruptor belum 
menimbulkan efek jera, bahkan pelaku justru 
memperoleh fasilitas di ruang tahanan yang 
tidak sesuai dengan ketentuan. Perbaikan sistem 
dilakukan dengan menciptakan suasana kerja 
yang tidak membuka peluang bagi seseorang 
untuk melakukan korupsi (Sosiawan & Indonesia, 
2019; Sinuraya & Suwarno, 2021; Ginting 
& Gabriella, 2021). Edukasi atau kampanye 
antikorupsi dilakukan dengan pembiasaan atau 
habituasi nilai-nilai antikorupsi pada masyarakat 
(Burhanuddin, 2021; Handoyo, 2021; Basabose, 
2019; Fatih, 2018; Rosidah, Luthfia, & Respati, 
2014). Program edukasi antikorupsi yang 
telah diselenggarakan oleh pemerintah yaitu 
pendidikan antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi dapat dilaksanakan 
melalui insersi nilai-nilai antikorupsi dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan (PPKn) dengan metode, media, 
dan teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik 
siswa. Guru PPKn masih mengalami kendala 
untuk menginsersikan nilai-nilai antikorupsi 
dalam pembelajaran (Komalasari & Saripudin, 
2015). Kendala yang dihadapi oleh guru PPKn 
diantaranya yaitu kesulitan dalam menentukan 
objek, media, metode, dan teknik evaluasi yang 
akan diterapkan pada proses insersi nilai-nilai 
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antikorupsi dalam pembelajaran (Muhtadin, 
2020; Naveed dkk., 2017). Pembelajaran nilai 
dalam sistem pendidikan secara tidak langsung 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi (Lynch & 
O’riordan, 1998). Insersi pendidikan antikorupsi 
dalam pembelajaran PPKn harus didesain secara 
komprehensif untuk mengantisipasi kendala 
yang dihadapi. 

Pendidikan antikorupsi telah diselenggarakan 
melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Depdiknas, dan sekolah. Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menjelaskan bahwa KPK menyelenggarakan 
program pendidikan antikorupsi dengan 
Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan 
melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan 
(Fitriyah & Permatasari, 2018; Kristiono, 2018; 
Manurung, 2012; Harto, 2014; Mukri & Baisa, 
2020). Pendidikan antikorupsi dilaksanakan secara 
simultan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk 
meningkatkan aspek pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan antikorupsi. Aspek pengetahuan 
antikorupsi dapat memberikan pemahaman 
sekaligus menyadarkan siswa mengenai bahaya 
besar dari korupsi dan pentingnya nilai-nilai 
antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari 
(Hakim, 2012; Abdul dkk., 2020; Suyadi dkk., 
2020; Suyadi dkk., 2019; Firman dkk., 2021). 
Aspek sikap antikorupsi dapat memperkuat 
sikap masyarakat terhadap korupsi yaitu sikap 
berani menentang dan memberantas korupsi, 
sikap tidak suka pada korupsi, serta sikap suka 
terhadap nilai-nilai antikorupsi (Sumaryati dkk., 
2020). Aspek keterampilan antikorupsi dapat 
memberikan keterampilan bagi masyarakat untuk 
melakukan aksi nyata sebagai bentuk penolakan 
terhadap korupsi di berbagai bidang (Nawawi, 
2017; Kamarudin, Aminu, & Suardi, 2022; 
Andika & Uning, 2022; Mashayekhi, Sepehri, 
& Aghamiri, 2022). Pendidikan antikorupsi 
terdiri atas sembilan nilai yaitu jujur, peduli, 
mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, berani, dan adil.

Indikator jujur yaitu berkata benar sesuai 
dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan 
serta berkata apa adanya, tidak menambah, dan 
tidak mengurangi. Indikator peduli yaitu memiliki 
kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada 
sesama maupun lingkungan. Mandiri berarti tidak 
menggantungkan keputusan kepada orang lain 

(Safonova, 2020; Yanto dkk., 2021in this case 
what the PKM Magister Law Team did at SMK 
Sasmita Jaya has actually become part of the plan 
and implementation of national understanding 
stated in the national understanding regulations 
(Permendiknas; Sumaryati, 2020; Suyadi dkk., 
2019). Disiplin berarti konsisten, tertib, menepati 
janji, dan taat aturan. Tanggung jawab apabila 
menerima semua konsekuensi atas perkataan 
dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai, 
moral, atau aturan. Indikator kerja keras yaitu 
apabila berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 
mencapai target yang diharapkan. Sederhana 
diartikan bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, 
dan selalu bersyukur. Berani berarti tidak takut 
mengatakan yang benar, menolak ajakan untuk 
berbuat tidak baik, dan memiliki semangat 
juang yang tinggi (Rawanoko, Alrakhman, & 
Arpannudin, 2020; Wibowo, 2013; Indawati, 
2015; Hauser & Berenbeim, 2020; Handoyo, 
2013; Montessori dkk., 2021). Adil berarti 
mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, 
konsisten, selaras, seimbang, serta berpegang 
teguh pada kebenaran. 

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 (Pergub DIY 
Nomor 60 Tahun 2020) ditetapkan sebagai salah 
satu upaya untuk menginsersikan pendidikan 
antikorupsi di lembaga pendidikan khususnya 
pada sekolah menengah atas, sekolah menengah 
kejuruan, dan sekolah luar biasa. Pasal 3 ayat 
(1) dan ayat (2) Pergub DIY Nomor 60 Tahun 
2020 menjelaskan bahwa insersi pendidikan 
antikorupsi dilakukan pada mata pelajaran 
PPKn dengan tidak menambah mata pelajaran 
baru. Pasal 5 Pergub DIY Nomor 60 Tahun 
2020 memuat ketentuan mengenai langkah-
langkah dalam implementasi insersi pendidikan 
antikorupsi yang meliputi: (1) merancang 
penyisipan pendidikan antikorupsi melalui 
analisis kompetensi dasar mata pelajaran PPKn 
yang relevan dengan pendidikan antikorupsi, 
(2) menetapkan tujuan pembelajaran, (3) 
menetapkan indikator pencapaian kompetensi, 
(4) menetapkan substansi pembelajaran yang 
akan diajarkan, (5) menyusun pengalaman 
belajar pendidikan antikorupsi, (6) memilih 
media pembelajaran, (7) menyusun simulasi 
aksi antikorupsi, (8) menyusun alat penilaian. 

Implementasi Pergub DIY Nomor 60 
Tahun 2020 belum dilakukan secara masif dan 
keberlanjutan karena guru PPKn sebagai pihak 
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yang memegang peran penting dalam upaya 
memperkuat nilai-nilai antikorupsi belum 
mengikuti sosialisasi dan pendampingan secara 
formal. Guru berperan untuk membentuk karakter 
generasi muda yang cerdas secara intelektual, 
mental, emosional, sosial, dan spiritual (Kiriana, 
Widiasih, & Sena, 2022; Humaira, 2022). Sikap 
yang dikembangkan oleh guru saat di sekolah 
merupakan bagian dari nilai-nilai antikorupsi 
(Mustafa & Masgumelar, 2022). Sikap jujur, 
disiplin, tanggung jawab, kerja keras, berani, 
peduli, sederhana, adil, dan mandiri merupakan 
nilai-nilai antikorupsi yang diperkuat dalam 
pendidikan antikorupsi (Fatahillah & Hendayani, 
2022; Sumaryati & Sukmayadi, 2022; Jaya, 
2021). Sikap antikorupsi merupakan salah satu 
karakter yang dibangun dalam mata pelajaran 
PPKn agar siswa dapat menjadi warga negara 
yang baik.

Insersi pendidikan antikorupsi telah 
dilaksanakan oleh guru PPKn baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Perbedaan 
dalam setiap mata pelajaran terletak pada 
strategi, media, dan penilaian dari setiap guru 
mata pelajaran. Guru PPKn harus mampu 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran 
secara sistematis. Berdasarkan penjelasan yang 
telah diuraikan, kajian ini membahas beberapa 
permasalahan diantaranya yaitu insersi pendidikan 
antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, realisasi 
nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn, 
serta hambatan pada proses insersi pendidikan 
antikorupsi dalam pembelajaran PPKn. Hasil 
kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan evaluasi dan rujukan untuk melaksanakan 
ketentuan yang termuat dalam Pergub DIY 
Nomor 60 Tahun 2020 sebagai salah satu upaya 
pencegahan korupsi melalui edukasi.

METODE
Kajian ini menggunakan metode mixed 

atau gabungan antara pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif dengan jenis studi kasus. Subjek 
penelitian yaitu guru PPKn di Kulon Progo 
sebanyak 17 orang. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket dan studi dokumen. 
Angket digunakan untuk menggali informasi 
terkait implementasi Pergub DIY Nomor 60 
Tahun 2020 dalam pembelajaran PPKn yang 
meliputi insersi pendidikan antikorupsi dalam 

pembelajaran PPKn oleh guru, realisasi nilai-
nilai antikorupsi dalam pembelajaran PPKn 
oleh siswa, serta hambatan pada proses insersi 
pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran 
PPKn. Studi dokumentasi dilakukan dengan 
menganalisis silabus dan Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) PPKn di tingkat SMA/SMK 
yang bermuatan pendidikan antikorupsi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam kajian ini 
yaitu deskriptif kualitatif dan analisis statistik 
deskriptif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk 
menganalisis data yang bersumber dari dokumen 
(Muhson, 2006). Teknik analisis statistik deskriptif 
dilakukan melalui penghitungan ukuran tendensi 
sentral yaitu dengan menghitung modus atau 
data yang sering muncul dalam persentase 
kemudian dideskripsikan sebagai hasil kajian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam 
Pembelajaran PPKn 

Guru PPKn secara umum telah melaksanakan 
Pergub DIY Nomor 60 Tahun 2020 khususnya 
terkait insersi pendidikan antikorupsi dalam 
kegiatan pembelajaran. Guru PPKn di tingkat 
SMA/SMK telah menginsersikan nilai-nilai 
antikorupsi dalam pembelajaran yang termuat 
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Standar kompetensi, tujuan pembelajaran, 
materi nilai-nilai dan pendidikan antikorupsi, 
metode pembelajaran, media pembelajaran, 
strategi atau langkah-langkah pembelajaran, 
serta teknik evaluasi telah termuat dalam 
RPP (Sumaryati, 2021). Perencanaan insersi 
pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran 
PPKn dilaksanakan sesuai dengan langkah-
langkah yang diatur dalam Pergub DIY Nomor 
60 Tahun 2020.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata 
pelajaran PPKn dilaksanakan melalui beberapa 
tahapan diantaranya yaitu: (1) identifikasi 
kompetensi dasar (KD) dan indikator capaian 
pembelajaran, (2) identifikasi materi pendidikan 
antikorupsi yang sesuai dengan KD, (3) insersi 
materi pendidikan antikorupsi dalam KD dan 
indikator capaian pembelajaran, (4) memilih 
dan menentukan metode, media, dan evaluasi 
pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran 
PPKn bermuatan materi pendidikan antikorupsi. 
Langkah-langkah insersi pendidikan antikorupsi 
dalam mata pelajaran PPKn diantaranya yaitu 
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identifikasi standar kompetensi dan kompetensi 
dasar, menambahkan indikator pembelajaran, 
menambahkan materi, menyisipkan instrumen, 
dan menambahkan sumber belajar (Wibowo, 
2013; Anam, 2014). Tahapan dalam insersi 
pendidikan antikorupsi pada pembelajaran 
PPKn harus dilaksanakan secara runtut agar 
tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Materi pendidikan antikorupsi yang 
diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn 
untuk Kelas X SMA/SMK diantaranya yaitu 
jenis korupsi, dampak korupsi, dan nilai-nilai 
pendidikan antikorupsi. Materi jenis korupsi 
diintegrasikan dalam KD 4.1 menyaji hasil analisis 
nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik 
penyelenggaraan pemerintahan negara dengan 
indikator capaian pembelajaran menyajikan hasil 
analisis tentang pengambilan keputusan bersama 
sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. 
Pengambilan keputusan bersama yang dimaksud 
berupa analisis korupsi sebagai perbuatan yang 
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi 
dampak korupsi diintegrasikan pada KD 2.6 
bersikap responsif dan proaktif atas ancaman 
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya 
di bidang Ideologi, politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, dan keamanan dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator 
capaian pembelajaran peduli dan menghargai 
pendapat terkait masalah yang muncul dalam 
bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di 
masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

Materi dampak korupsi dapat diintegrasikan 
pada KD 3.6 menganalisis ancaman terhadap 
negara dan upaya penyelesaiannya di bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanan dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator 
capaian pembelajaran menganalisis tabulasi 
data dan informasi tentang indikator ancaman 
terhadap negara dan upaya penyelesaiannya 
di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, dan keamanan. Materi 
nilai-nilai antikorupsi diintegrasikan pada KD 
1.1 mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam 
praktik penyelenggaraan pemerintahan negara 
sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dengan indikator capaian 
pembelajaran membangun nilai-nilai kejujuran 
dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan 
negara.

Materi pendidikan antikorupsi yang 
diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn untuk 
Kelas XI SMA/SMK diantaranya yaitu korupsi 
dalam hukum di Indonesia, macam-macam 
korupsi, penyebab dan dampak korupsi, serta 
peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. 
Materi korupsi dalam hukum di Indonesia 
diintegrasikan pada KD 3.15 menganalisis 
sistem hukum dan peradilan di Indonesia 
sesuai dengan UUD NRI 1945 dengan indikator 
pembelajaran menunjukkan sikap yang sesuai 
dengan hukum di Indonesia. Materi macam-
macam korupsi diintegrasikan pada KD 3.5 
mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan serta strategi untuk mengatasinya 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan 
indikator capaian pembelajaran mengkaji 
kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan serta strategi untuk mengatasinya 
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi 
penyebab dan dampak korupsi diintegrasikan 
dalam KD 3.6 menganalisis ancaman terhadap 
negara dan upaya penyelesaiannya di bidang 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan, dan keamanan negara dalam bingkai 
Bhinneka Tunggal Ika dengan indikator capaian 
pembelajaran mengidentifikasi berbagai bentuk 
ancaman terhadap negara di bidang ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 
keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 

Materi penyebab dan dampak korupsi juga 
dapat diintegrasikan dalam KD 4.6 menyaji 
hasil analisis tentang ancaman terhadap negara 
dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 
dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal 
Ika dengan indikator capaian pembelajaran 
melakukan investigasi dan analisis terhadap 
berbagai jenis ancaman terhadap negara serta 
dampak buruk korupsi yang dapat mengancam 
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 
Materi peran masyarakat dalam pencegahan 
korupsi diintegrasikan dalam KD 4.12 menyaji 
hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia 
dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara dengan indikator 
capaian pembelajaran mendeklarasikan diri 
sebagai pribadi yang peduli terhadap penegakan 
hak asasi manusia sesuai perspektif Pancasila 
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yang mencerminkan individu pendukung gerakan 
anti korupsi. 

Materi pendidikan antikorupsi yang 
diinsersikan dalam mata pelajaran PPKn untuk 
Kelas XII SMA/SMK diantaranya yaitu pengertian 
korupsi, jenis korupsi, penyebab korupsi, serta 
peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. 
Materi pengertian, jenis, dan penyebab korupsi 
diintegrasikan pada KD 4.1 menyaji hasil 
analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan 
kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan 
pengingkaran kewajiban warga negara dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator 
capaian pembelajaran dari kompetensi dasar 
tersebut yaitu menyajikan hasil analisis dampak 
serta solusi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, 
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban 
warga negara termasuk analisis tindak korupsi 
serta solusinya dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Indikator capaian pembelajaran 
yang selanjutnya yaitu merancang berbagai 
bentuk aktivitas atau aksi nyata sebagai bentuk 
kepedulian terhadap upaya pencegahan hak dan 
pengingkaran kewajiban warga negara termasuk 
aksi pencegahan tindak korupsi dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata 
pelajaran PPKn paling banyak dilaksanakan 
dengan menggunakan metode diskusi. Hal ini 
didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 
sebanyak 52,9% guru menggunakan metode 
diskusi, 35,3% guru menggunakan metode 
analisis masalah, 12% guru menggunakan metode 
bermain peran, serta 10% guru menggunakan 
metode ceramah. Metode diskusi relatif mampu 
menggali sikap siswa terhadap persoalan 
korupsi dan implementasi nilai-nilai antikorupsi. 
Penerapan metode diskusi dilema moral dapat 
meningkatkan karakter tanggung jawab siswa 
(Dewi, 2014; Harjono; Zain; Izzaturrahmah, 
2022). Metode diskusi dapat melatih siswa 
untuk berpikir kritis, melatih kemampuan siswa 
untuk menyampaikan ide dan pemikiran, serta 
menghargai pendapat orang lain (Putriyanti & 
Fensi, 2017; Zulhendri, 2021; Mariani, 2021; 
Yliantoro, 2021; Kanwal, 2021). United Nations 
Development Programme menyatakan bahwa 
pembelajaran nilai antikorupsi lebih nyata 
dengan adanya praktik dari para pembelajar.

Insersi pendidikan antikorupsi dalam mata 
pelajaran PPKn paling banyak dilaksanakan 
dengan menggunakan media pembelajaran 

berupa kasus. Hal ini didukung dengan data 
yang menunjukkan bahwa sebanyak 52,9% guru 
menggunakan media berupa kasus, 23,5% guru 
menggunakan media berupa film atau video, 11,8% 
menggunakan media berupa gambar, serta 11,8% 
menggunakan media berupa berita, infografis, 
poster, dan data. Pilihan kasus sebagai media 
pembelajaran ini relevan dengan metode yang 
digunakan yaitu diskusi. Pemilihan kasus harus 
dipertimbangkan dengan tujuan pembelajaran 
(Bennett, 2004). Kelebihan kasus sebagai 
media pembelajaran yaitu dapat melatih siswa 
untuk menyikapi dan memberikan solusi pada 
permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. 

Evaluasi pembelajaran pendidikan antikorupsi 
dalam mata pelajaran PPKn paling banyak 
dilaksanakan melalui tes tertulis. Hal ini 
didukung dengan data yang menunjukkan 
bahwa sebanyak 58,8% guru menggunakan 
teknik evaluasi berupa tes tertulis, 23,5% 
guru menggunakan teknik evaluasi berupa 
penugasan, 11,8% guru menggunakan teknik 
evaluasi berupa deskripsi diri, dan 5,9% guru 
menggunakan teknik evaluasi berupa ujian 
lisan. Teknik evaluasi pembelajaran melalui 
tes tertulis cenderung mengarah pada aspek 
pengetahuan atau kognitif sedangkan tujuan 
pendidikan antikorupsi mengarah pada aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik (Ristanto & 
Djamahar, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa 
guru perlu merencanakan dan melaksanakan 
penilaian autentik sebagai teknik evaluasi 
pada proses insersi pendidikan antikorupsi 
dalam pembelajaran PPKn. Penilaian autentik 
mencakup seluruh dimensi penilaian sehingga 
aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat 
terukur secara jelas (Umami, 2018; Salamah, 
2018; Idris & Asyafah, 2020; Villarroel dkk., 
2018; Biggs & Tang, 2011; Villarroel dkk., 
2020). Penilaian autentik dapat menunjang 
tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan 
antikorupsi pada siswa. 

Realisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam 
Pembelajaran PPKn 

Realisasi nilai-nilai antikorupsi oleh siswa 
didasarkan pada hasil pengamatan guru terhadap 
perilaku siswa selama proses pembelajaran PPKn. 
Nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh 
siswa dalam pembelajaran PPKn diantaranya 
yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung 
jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan 
adil. Nilai jujur direalisasikan dengan berkata 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 8, Nomor 1, Maret 2023

Copyright © 2023  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

26

benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan 
dirasakan (Diponegoro, 2014). Nilai peduli 
direalisasikan dalam bentuk kasih sayang, empati, 
dan sikap cenderung memihak pada sesama dan 
lingkungan sekitarnya. Nilai mandiri ditandai 
dengan adanya karakter yang kuat, memiliki 
inisiatif, serta tidak bergantung pada keputusan 
orang lain. Nilai disiplin berupa perilaku yang 
konsisten, tertib, menepati janji, taat aturan dan 
berkomitmen.

Nilai tanggung jawab ditandai dengan 
kemampuan untuk menerima seluruh konsekuensi 
sebagai akibat dari perkataan dan perbuatan yang 
dilakukan berdasarkan nilai, moral, atau aturan. 
Nilai kerja keras ditandai dengan adanya upaya 
untuk mencapai target yang diharapkan secara 
sungguh-sungguh. Nilai sederhana direalisasikan 
dengan bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, dan 
selalu bersyukur. Nilai berani ditandai dengan 
adanya karakter yang kuat, kemantapan hati, 
tidak takut mengatakan yang benar, menolak 
ajakan untuk berbuat tidak baik, serta memiliki 
semangat juang yang tinggi. Nilai adil berarti 
mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, 

konsisten, selaras, seimbang, serta berpegang 
teguh pada kebenaran. Realisasi nilai-nilai 
antikorupsi dalam pembelajaran PPKn dipaparkan 
dalam Gambar 1.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai-
nilai antikorupsi telah direalisasikan oleh siswa 
dalam proses pembelajaran PPKn. Hal ini terlihat 
dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas 
guru menyatakan lebih dari 75% siswa telah 
merealisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam 
pembelajaran PPKn. Urutan nilai-nilai antikorupsi 
yang direalisasikan oleh siswa yaitu peduli, 
jujur, sederhana, berani, disiplin, adil, tanggung 
jawab, kerja keras, dan mandiri. Urutan realisasi 
nilai-nilai antikorupsi tidak harus sesuai dengan 
ketentuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
(Aulianti, Karim, & Riska, 2021). Nilai peduli 
merupakan nilai yang sering direalisasikan 
oleh siswa, sedangkan nilai mandiri belum 
direalisasikan secara maksimal oleh siswa dalam 
pembelajaran PPKn. Hal ini didukung dengan 
adanya modus persentase realisasi nilai-nilai 
antikorupsi dalam pembelajaran PPKn yang 
dipaparkan dalam Gambar 2.
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Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai 
antikorupsi yang paling sering direalisasikan 
oleh siswa dalam pembelajaran PPKn yaitu 
nilai jujur dan peduli. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan dari 6 guru yang menyebutkan 
bahwa siswa telah merealisasikan nilai jujur 
dan peduli dalam pembelajaran PPKn dengan 
persentase sebesar 90%. Nilai antikorupsi yang 
belum direalisasikan secara maksimal oleh 
siswa dalam pembelajaran PPKn yaitu nilai 
mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan 
dari 3 guru yang menyebutkan bahwa siswa 
yang telah merealisasikan nilai mandiri dalam 
pembelajaran PPKn hanya sebesar 60%. 

Pemilihan nilai-nilai antikorupsi untuk 
direalisasikan dalam pembelajaran PPKn pada 
masing-masing daerah atau komunitas memiliki 
perbedaan. Realisasi nilai-nilai antikorupsi 
disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-
masing subjek pelaksana dan lingkungannya 
(Febriana, 2021). Hal ini bukan merupakan suatu 
permasalahan dalam merealisasikan nilai-nilai 
antikorupsi. Guru harus mampu membimbing 
siswa agar tetap mempertahankan realisasi nilai-
nilai antikorupsi khususnya dalam pembelajaran 
PPKn sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif 
sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan oleh 
guru yaitu dengan berkreasi menentukan metode 
pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk 
merealisasikan nilai-nilai antikorupsi.

Hambatan pada Proses Insersi Pendidikan 
Antikorupsi dalam Pembelajaran PPKn

Hambatan dalam proses insersi pendidikan 
antikorupsi pada mata pelajaran PPKn dapat 
dilihat berdasarkan persentase tingkat kesulitan 
yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan 
belajar mengajar. Guru dengan persentase 
23,5% mengalami kesulitan dalam menyusun 
strategi dan memilih metode pembelajaran yang 
efektif, sebanyak 11,8% guru kesulitan dalam 
mengembangkan materi dan media pembelajaran, 
serta sebanyak 5,8% guru kesulitan dalam 
memilih materi dan media yang tepat. Hal ini 
menunjukkan bahwa implementasi Pergub DIY 
Nomor 60 Tahun 2020 belum dilaksanakan 
secara maksimal karena guru sebagai fasilitator 
pendidikan antikorupsi dihadapkan pada beberapa 
hambatan. Kesulitan dalam menyusun strategi 
dan memilih metode pembelajaran yang efektif 
menjadi hambatan yang paling banyak dialami 
oleh guru PPKn. Penentuan metode pembelajaran 

nilai yang bersifat abstrak tentu membutuhkan 
pertimbangan secara komprehensif. 

Hambatan yang dihadapi oleh guru dalam 
proses insersi pendidikan antikorupsi pada mata 
pelajaran PPKn berdampak pada penentuan strategi 
pembelajaran nilai yang digunakan. Strategi 
insersi pendidikan antikorupsi menitikberatkan 
pada pembelajaran yang membuat siswa lebih 
aktif, kreatif, dan mandiri (Abdullah & Azis, 
2019; Kurniawati, Setyosari, & Kuswandi, 2019; 
Adisusilo, 2012; Butar-Butar, 2022). Kesulitan 
dalam memberikan keteladanan bagi siswa bukan 
hal yang mudah untuk dilaksanakan karena 
membutuhkan komitmen dari para guru untuk 
melaksanakan nilai-nilai antikorupsi secara 
konsisten. Kesulitan dalam mengembangkan 
materi dan media pembelajaran hanya dialami 
oleh beberapa guru karena pada dasarnya materi 
dan media pembelajaran antikorupsi dapat 
diakses melalui website resmi KPK (Handayani, 
2016; Yumadilawa, Chotimah, & Faisal, 2018; 
Maghfira dkk., 2022; Sumaryati & Sukmayadi, 
2022). Hambatan yang dihadapi oleh guru 
dalam proses insersi pendidikan antikorupsi 
pada mata pelajaran PPKn  harus diantisipasi 
salah satunya dengan merekomendasikan agar 
Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 
PPKn untuk melakukan workshop terkait 
penyusunan perangkat pembelajaran PPKn 
bermuatan antikorupsi. 

SIMPULAN
Insersi pendidikan antikorupsi dalam 

pembelajaran PPKn dilaksanakan melalui empat 
tahapan yaitu mengidentifikasi kompetensi 
dasar, indikator capaian pembelajaran, dan 
materi pendidikan antikorupsi; insersi materi 
pendidikan antikorupsi dalam kompetensi 
dasar dan indikator capaian pembelajaran; 
menentukan metode, media, dan evaluasi 
pembelajaran; serta melaksanakan pembelajaran 
PPKn bermuatan materi pendidikan antikorupsi. 
Nilai-nilai antikorupsi yang direalisasikan oleh 
siswa dalam pembelajaran PPKn diantaranya 
yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung 
jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan 
adil. Hambatan pada proses insersi pendidikan 
antikorupsi dalam pembelajaran PPKn yaitu guru 
mengalami kesulitan dalam menyusun strategi, 
memilih metode, serta mengembangkan materi 
dan media yang tepat.
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